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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan Syukur berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
(SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang
menyebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 merupakan laporan kinerja
tahunan yang memuat program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana
Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-
2029. Dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan merupakan salah satu media
untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Dengan
kondisi ini diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna,
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi
keuangan terhadap publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan
gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjlP) Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara
kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan Daerah yang berkualitas.

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan target yang
telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang selama melaksanakan kegiatan
kepemerintahan tahun 2025. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) ini dapat tersajikan data/ informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja
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berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Ketapang secara efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan dan
aset daerah Kabupaten ketapang dalam maksud capaian dalam tujuan dan sasaran kinerja.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, pencapaian program dan kegiatan
yang telah dilakukan dilaksanakan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.
Sasaran strategis diformulasikan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan
pada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan
dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup serta Kegiatan-kegiatan yang
menggambarkan pencapaian kinerja dalam menjalankan program dan kegiatan. Kami
harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Ketapang, 20 Januari 2026

\WIP 19741 A12 199311 1 001
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BAB | PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang
merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan pengelolaan keuangan
dan aset daerah dengan tujuan memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah
dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, keberadaan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang menjadi sangat penting dalam memastikan
tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang merupakan
Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan dan aset daerah
dengan tujuan memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang masih menghadapi beberapa permasalahan strategis yang periu
mendapatkan perhatian serius, yaitu:

1. Belum optimalnya penyusunan rencana anggaran daerh., yang ditandai dengan:

a. Masih ditemui adanya koreksi Rancangan APBD Kabupaten Ketapang dalam
Evaluasi Gubemur atas RAPBD setiap tahun;

b. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen
penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD); dan

c. Kurangnya ketelitian tim asistensi dalam memverifikasi dokumen RKA-SKPD dan
DPA-SKPD sehubungan keterbatasan waktu pelaksanaan verifikasi Dokumen
RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

2. Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah, yang ditandai dengan:

a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir
tahun;

b. Masih tidak berjalannya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;

c. Perlunya koordinasi secara simultan antara Pengelola Kas Daerah, Bendahara
Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, dan Bank;

d. Belum memadainya Instrumen Peraturan/Juklak/Juknis yangdigunakan dalam
proses penerimaan dan pengeluaran APBD; dan
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e. Belum optimalnya realisasi penyerapan anggaran SKPD dibandingkan dengan
RAK yang telah disusun dan ditetapkan, sehingga sebagian besar pencairan
anggaran terpusat di akhir tahun.

3. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah, yang ditandai dengan:

a. Masih banyaknya SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang tidak berlatar
belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memeriukan pelatihan dan
pembinaan secara berkelanjutan.

b. Masih terjadinya pergantian beberapa Pengelola Akuntansi di SKPD setiap tahun,
sehingga sulit untuk regenarasi.

4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah, yang ditandai dengan:

a. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;

b. Pensertifikatan aset berupa lahan milik Pemerintah Kabupaten Ketapang belum
optimal terkait warkah bukti kepemilikan;dan

c. Belum optimainya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung
laporan keuangan secara akrual.

Permasalahan tersebut menjadi isu strategis yang harus segera diatasi melalui
peningkatan kapasitas organisasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta inovasi dalam
pelayanan publik. Dengan demikian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan
kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.1 Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala
Badan dan membawahi satu Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bagian dan empat Bidang
membawahi delapan Sub Bidang beserta staf fungsional umum. Adapun Susunan Organisasi
di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang adalah
sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Sekretariat
Bidang Anggaran
Bidang Perbendaharaan
Bidang Akuntansi dan Administrasi Pelaporan
Bidang Aset Daerah

o O r oW
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7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Fungsi dan Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 98 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Pasal 4 Ayat (1) yakni bertugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan tugas tersebut
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD;
Pengelolaan Keuangan Badan;
Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

© a o o

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi — fungsi penunjang urusan Pemerintahan

Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

f. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Badan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan
arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan

keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah.

1.3Isu-Isu Strategis

Isu strategis pertama yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang adalah belum optimalnya Penyusunan Anggaran Daerah. Hal ini
disebabkan pada tahapan sebelumnya Masih ditemui perencanaan SKPD yang belum
maksimal atau memadai dalam menyusun perencanaan SKPD yang berimplikasi pada
tahapan penganggaran.

Isu strategis kedua adalah belum optimalnya Penatausahaan Keuangan Daerah.
Belum optimainya penatausahaan keuangan daerah merupakan isu strategis yang
berdampak pada tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Permasalahan
ini terlihat dari masih adanya keterlambatan pencatatan transaksi, ketidaksesuaian dokumen
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pendukung, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem aplikasi keuangan. Tantangan yang
dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terbaru, ketergantungan pada
personel tertentu, dan belum seragamnya penerapan prosedur kerja. Upaya yang periu
dilakukan adalah peningkatan kapasitas bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan,
penyempurnaan SOP, optimalisasi sistem informasi keuangan, serta penguatan monitoring
dan pengawasan intemal guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan,
dan akuntabel.

Isu strategis ketiga adalah belum optimalnya kapasitas dan kompetensi sumber daya
manusia pengelola akuntansi pada perangkat daerah. Sebagian besar pengelola akuntansi
belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, sehingga pemahaman
terhadap proses pencatatan, penatausahaan, rekonsiliasi, serta penyusunan laporan
keuangan masih memerlukan pendampingan intensif dari BPKAD. Kondisi ini berdampak
pada masih terjadinya kesalahan administrasi, ketidaktepatan klasifikasi akun, keterlambatan
penyampaian laporan, serta meningkatnya beban pembinaan dan koreksi. Selain itu,
tingginya frekuensi pergantian atau mutasi pengelola akuntansi di SKPD setiap tahun menjadi
tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan kompetensi dan konsistensi kualitas
pelaporan keuangan. Pergantian personel yang terlalu cepat menyebabkan proses transfer
pengetahuan tidak berjalan optimal, sehingga BPKAD harus melakukan pembinaan berulang
dari awal. Hal ini berimplikasi pada rendahnya stabilitas pengelolaan akuntansi serta kurang
efektifnya proses regenerasi tenaga pengelola keuangan daerah. Permasalahan tersebut
mengindikasikan perlunya penguatan manajemen SDM akuntansi, peningkatan kapasitas
teknis secara berkelanjutan, serta penataan penempatan personel yang berbasis kompetensi.
Tanpa langkah strategis tersebut, kualitas laporan keuangan daerah berisiko tidak optimal
dan dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas serta opini pemeriksaan eksternal.

Isu strategis keempat adalah Belum optimainya Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan isu strategis yang
mempengaruhi efisiensi pemanfaatan aset serta kualitas pelayanan publik. Permasalahan ini
ditandai dengan data aset yang belum tertib dan mutakhir, status hukum aset yang belum
seluruhnya jelas, serta keterbatasan kapasitas pengurus barang. Tantangan lainnya adalah
belum adanya jabatan fungsional penilai pemerintah dan jabatan fungsional surveyor
(pemetaan), sehingga dikegiatan inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset daerah
belum berjalan optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan SDM terkait penjabat fungsional
penilai pemerintah dan pejabat fungsional surveyor, serta memaksimalkan penertiban
administrasi dan inventarisasi secara berkala, percepatan penyelesaian status hukum dan
sertifikasi aset, penguatan sistem informasi manajemen aset, serta peningkatan kompetensi
pengurus barang agar pengelolaan aset daerah lebih tertib, transparan, dan memberikan nilai
tambah bagi daerah.
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1.4Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas
berjumlah 58 orang dengan rincian :

Dilihat Jabatan Struktural :

Eselon Il b : 1 orang
Eselon lll a : 1 orang
Eselon lil b :4 orang
Eselon IV a - 8 orang

Jumilah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan :

SMA :4 orang

D-il : 5 orang

D-IV : 2 orang

S1 : 29 orang

S2 : 20 orang

Status kepegawaian :

Pegawai Negerni Sipil : 60 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 17 orang

1.5Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang telah memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang
dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada
dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Daftar Sarana dan Prasarana BPKAD Kabupaten Ketapang

Jenis K::;Tt::at::m Ketersediaan | Kondisi Saat Ini Keterangan
Proyektor 5 5 ada baik
Note book / laptop 50 50 ada baik
Kursi putar 42 42 ada baik
Meja 1 biro 7 7 ada baik
Lemari arsip besi 12 12 ada baik
Lemari kaca 11 11 ada baik
AC 24 24 ada bak
Brangkas 6 6 ada baik
Filling kabinet 30 30 ada baik
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| Printer T 31 31 [ ada baik
Kursi tamu 5 5 ada baik
Meja 1/2 57 57 ada baik
Vertical blind 15 15 ada baik
Rak arsip 7 7 ada baik
Scanner 6 6 ada baik
Meja panjan

prasmanan | 2 | 2 - ek
Kulkas 2 2 ada  baik
PC Komputer 15 15 ada baik
Blower 12 12 ada baik
Kursi kerja 111 11 ada baik
HT 12 12 ada baik
Kursi tunggu 6 6 ada baik
Kursi roda 1 1 ada baik
UPS 3 3 ada baik
GPS 1 1 ada baik
Lemari locker 1 1 ada baik
Kursi rapat futura 93 93 ada baik
Meja Rapat Oval 3 3 ada baik
:'|(Iurs: putar eselon 5 _— baik
meja kerja eselon 5 5 ada baik

Modem 4 4 ada baik
Dispenser 3 3 ada baik
Audio BMB 1 1 ada baik
Soundsystem 2 & ada baik
Lamari bampat 1 1 ada baik
piala

Ei‘l’"jf*e Gaon 5 5 ada baik
Kenicndom | 5 ‘ ot paik
Kendaraan roda 31 31 ada baik
dua

Kendaraan dinas 1 1 adi baik
inova

'Ruang pelayanan - |

| Gedung S| S—— ——

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang pada tahun 2025
berasal dari APBD Kabupaten Ketapang. Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mendapatkan alokasi anggaran sebesar
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Rp. 429.320.137.736,33 yang terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan
yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung
dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Struktur keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang

terdiri atas:

a)

b)

c)

d)

Belanja Operasi yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang jasa. Belanja
Pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur
Sipil Negara, tambahan penghasilan pegawai, serta hak-hak kepegawaian lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja ini bertujuan untuk menjamin
kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja, serta mendukung profesionalisme
sumber daya manusia BPKAD dalam menjalankan fungsi perencanaan anggaran,
penatausahaan keuangan, akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, dan pengelolaan aset
daerah. Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk mendukung
operasional perkantoran dan pelaksanaan program/kegiatan, antara lain penyediaan jasa
administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana, logistik kantor, langganan
listrik, air, intemet, perjalanan dinas, kegiatan pembinaan keuangan daerah dan
peningkatan kapasitas SDM. Belanja ini berperan penting dalam memastikan kelancaran
proses kerja, peningkatan pelayanan kepada perangkat daerah, serta penguatan
implementasi sistem digital seperti SIPD dan aplikasi pengelolaan keuangan lainnya.
Dengan besaran Rp 30.293.713.155,05

Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Ketapang dialokasikan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kerja yang
memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan
serta aset daerah.

Dengan besaran Rp. 66.220.000,00

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan alokasi anggaran yang disediakan untuk
mengantisipasi kebutuhan belanja atas kejadian luar biasa, keadaan darurat, dan/atau
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya pada saat penyusunan
APBD. Dengan besaran Rp. 3.823.780.378,28

Belanja Transfer merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mengalihkan dana
dari Pemerintah Daerah kepada entitas penerima lainnya sebagai bentuk dukungan
pendanaan dalam rangka pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik,
serta penguatan kapasitas keuangan pemerintahan di tingkat yang lebih rendah. Dalam
struktur APBD, Belanja Transfer memiliki peranan strategis untuk menjaga
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara
menyeluruh. Dengan besaran Rp. 395.136.424.203,00
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1.7 Sistematika LKjIP
Sistematika Penulisan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 terdiri dari:
Datftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB | PENDAHULUAN
1.1. Struktur Organisasi
1.2. Tugas dan Fungsi
1.3. Isu = Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah
1.4. Keadaan Pegawai
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
1.6. Keuangan
1.7. Dan Sistematika LKjIP
BAB || PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis
2.1.1 Visi dan Misi Bupati
2.1.2 Tujuan dan Sasaran PD
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan
2.2. Perjanjian Kinerja
Tampilkan tabel perjanjian kinerja kepala PD yang telah disusun2.3. Rencana Anggaran
2.3.1. Target belanja PD
2.3.2. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3.3. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
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BAB Il PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang
Tahun 2021-2026, sehingga dalam penyusunannya harus mengacu pada RPJMD untuk
menetapkan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang
mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Memasuki Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 telah diperbarui
dengan periode RPJMD Tahun 2025-2029 seiring bergantinya Kepala Daerah Kabupaten
Ketapang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang menyusun
Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD 2025-2029 sebagai bentuk manifestasi
komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam
mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan
berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026).

RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang merupakan dokumen landasan atau
acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima
tahun. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode
lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan
kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang yang harus
dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Ketapang Tahun 2025-2029 terdapat Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

1. Visi
Visi Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah “Pembangunan Berkeadilan untuk
Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri“
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2. Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu :
Pembangunan Infrastruktur Secara Merata;
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
Peningkatan Perekonomian Masyarakat Secara Berkeadilan:
Memperkuat Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Daerah;
Peningkatan Pembangunan Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat;

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup;

N N

7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang mendukung tercapainya Misi ke-7 yaitu “Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan dan Pelayanan Publik® dengan tujuan “Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Semakin Berkualitas™ dan sasaran yaitu “Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Semakin Akuntabel dan Adaptif”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
a. Tujuan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang menetapkan tujuan
utama yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan serta keselarasan Visi Misi
Kabupaten Ketapang yailu “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang Transparan dan Akuntabel”.
b. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Adapun sasaran strategis yang akan dicapai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang yaitu adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator Persentase
Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Standar (%).
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan indikator
Persentase Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Standar (%).

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

1. Strategi
Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang yang
ditempuh untuk mencapai tujuan, adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan Kualitas Penyusunan Anggaran serta Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah
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2) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, antara lain:
1) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah

2) Optimalisasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

3) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Barang Milik Daerah

4) Optimalisasi Pengaman Barang Milik Daerah

5) Peningkatan Retribusi dari Lelang Barang Milik Daerah

2.2  Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
pada awal tahun disusun sebagai bentuk komitmen antara Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dengan Bupati Ketapang dalam rangka
pencapaian sasaran kinerja organisasi selama satu tahun anggaran. Perjanjian kinerja
tersebut memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang berpedoman pada
dokumen perencanaan yang berlaku pada awal tahun, khususnya Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya dan rencana kerja Perangkat
Daerah.

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang memiliki target indikator yang berbeda sebelum adanya RPJMD
Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 2 Target BPKAD Kabupaten Ketapang Tahun 2025
Sesuai Renstra 2021-2026

|
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1. | Meningkatnya Kualitas ' Persentase Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Sesuai Standar 85%
Daerah
2. Meningkatnya Kualitas | Persentase Pengelolaan Aset
Pengelolaan Barang Milik Sesuai Standar 100%
Daerah .

Sumber: Renstra 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
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Seiring terlampauinya target 85% pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah di tahun 2023 yaitu sebesar 93,88%, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang meningkatkan target di tahun 2024 yaitu 95% yang kemudian
menetapkan target Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2025 sebesar 96%.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang
Sebelum Perubahan Tahun 2025

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1. Meningkatkan Kualitas Persentase Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Keuangan Sesuai Standar 96%
Daerah .
2 Meningkatkan Kualitas Persentase Capaian Akuntabilitas
Pengelolaan Barang Milik | Pengelolaan Barang Milik Daerah 100%
Daerah

Sumber: Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Maret Tahun 2025)

Namun demikian, seiring dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun
2025-2029 di pertengahan tahun anggaran, terjadi penyesuaian terhadap arah kebijakan,
sasaran pembangunan, dan indikator kinerja daerah. Kondisi tersebut berdampak pada
perlunya perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang baru.
Perubahan Perjanjian Kinerja ini dilakukan sebagai upaya menjaga konsistensi perencanaan
dan penganggaran, serta memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan
tetap mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ketapang periode 2025-2029.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang
Setelah Perubahan Tahun 2025

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja tama Target
1 Meningkatnya Kualitas | Persentase Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan | Keuangan Daerah Sesuai Standar 96%
Daerah
2. Meningkatnya Kualitas | Persentase Pengelolaan Aset
Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar 100%
Daerah

Sumber: Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Oktober Tahun 2025)
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2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025
2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah
Target belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
ditetapkan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel
dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kecamatan serta prioritas pembangunan
Kabupaten Ketapang.
1. Target Umum Pengelolaan Belanja
Realisasi total belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang adalah Rp 364.004.747.428,00 dengan persentase 84,79%. Realisasi tidak
tercapai 90% disebabkan adanya efisiensi alokasi anggaran setelah APBD Perubahan.

2. Target Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
a) Belanja Operasi
o Target realisasi sebesar Rp. 27.317.928.193,00
* Sasaran:
v Pembayaran belanja pegawai tepat waktu 100%.
v Ketersediaan operasional perkantoran sepanjang tahun 100%.
v Seluruh kegiatan administrasi terlaksana sesuai jadwal.
b) Belanja Modal
+ Target realisasi sebesar Rp. 64.380.000,00
e Sasaran:
v Pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan publik terlaksana
100% sesuai spesifikasi.
v" Seluruh aset tercatat dalam SIMPLY ASET 100%.
c) Belanja Transfer
« Target realisasi sebesar Rp. 147.930.945.591,00
e« Sasaran:
v Pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan publik terlaksana
100% sesuai spesifikasi.
v Seluruh aset tercatat dalam SIMPLY ASET 100%.

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Alokasi belanja kontribusi langsung: Rp. 612.983.255
b) Alokasi belanja kontribusi tidak langsung: Rp. 2.524.905.936
c) Target kinerja: 96%
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2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
a) Alokasi belanja kontribusi langsung: Rp. 1.631.925.000
b) Alokasi belanja kontribusi tidak langsung: Rp. 1.239.107.060
c) Target kinerja : 100%

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen
pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. BPKAD telah membangun beberapa
aplikasi sistem informasi, antara lain :

2.4.1 SIKUAT

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ketapang (SIKUAT) merupakan
sistem aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual untuk melakukan proses
penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan keuangan serta penatausahaan
aset daerah. Aplikasi ini terintegrasi/support dengan Aplikasi SINERGI dan SIMPATIK SIKD
berfungsi untuk mengirimkan Informasi/Laporan Keuangan Daerah ke Kementerian
Keuangan RI. Dibangun Tahun 2016 dan mulai diterapkan Tahun 2017 dengan terus
dilakukan penyempumaan hingga sekarang.

Gambar 2. 1 SIKUAT

2.4.2 SiAbang

SIABANG adalah Sistem Informasi Aset Kabupaten Ketapang, merupakan aplikasi
yang berbasis web yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang, sebagai upaya memberikan Informasi terkait Aset milik Pemerintah Kabupaten
Ketapang, berbasis GIS. SIABANG dibangun untuk mengintegrasikan semua database aset
yang berdasarkan data spasial dalam mengoptimalkan fungsi pendelegasian.
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Gambar 2. 2 SiAbang

2.4.3 Silakan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILAKAN) merupakan aplikasi berbasis web
yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagai
upaya uniuk mermberikan pelayanan keuangan yang Profesional, Terlib dan Akuniabel.
Dengan SILAKAN, setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat dengan
mudah mengetahui progres usulan penerbitan SPD, SP2D, DD dan ADD.

Gambar 2. 3 Silakan
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BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

A. Renstra 2021-2026
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dalam melaksanakan capaian Sasaran Strategis yang tertuang di dalam Perjanjian
Kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang dijabarkan pula dalam suatu Indikator Kerja Utama
yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian BPKAD
Kabupaten Ketapang yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran
kinerja yang telah ditetapkan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan
kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Tabel 3. 1 Target Tahunan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Ketapang
Sesuai Renstra Tahun 2021-2026

Target Kineria Sasaran Pada Tahun Ke-

No Sasaran Indikator Formulasi —
Strategis Sasaran Perhitungan zonm 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. | Meningkatnya | Persentase (Jumlah Dokumen
kualitas pengelolaan | Pertanggung jawaban
pengelolaan keuangan Laporan Keuangan
keuangan daerah Perangkat Daerah NA B5% | 85% | 85% | B5% | 85%
daerah sesuai sesuai SAP / Jumiah
standar Perangkat Daerah)
X 100%
2. | Meningkatnya | Persentase |  (Realisasi o B RN
kualitas pengelolaan Pengelolaan Barang
pengelolaan asel sesuai Milik Daerah /
barang milik standar Target Pengelolaan » 1900 | 190 | 00T tea | Ao
daerah Barang Milik Daerah)
X 100%

Sumber: Renstra BPKAD Ketapang 2021-2026

Indikator Kinerja yang digunakan berdasarkan Renstra 2021-2026 dalam mengukur
Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang seiring
berjalannya waktu terdapat perubahan target pada sasaran Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah yang disebabkan oleh telampauinya capaian di tahun 2023
yaitu sebesar 93,88% dari target 85%. Sehingga pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola
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Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2024 target ditingkatkan menjadi
95% yang kemudian di tahun 2025 ditetapkan target sebesar 96%.

Tabel 3. 2 Target Tahunan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Ketapang

Sesuai IKU Tahun 2021-2026

. Do Indikator Fordinl Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
Strategis Sasaran Perhitungan Beaelos | 2ear | 2003 | 2000 | 2008 | z02s
2021
1. | Meningkatkan | Persentase (Jumlah Dokumen
kualitas pengelolaan | Pertanggung jawaban
pengelolaan keuangan Laporan Keuangan
keuangan daerah Perangkat Daerah NA 85% 93 % 95% | 96% | 96%
daerah sesuai sesuai SAP / Jumiah
standar Perangkat Daerah)
X 100%
2. Meningkatkan | Persentase (Realisasi
kualitas capaian Pengelolaan Barang
pengelolaan akuntabilitas Milik Daerah /
) NA 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
barang milix pengeioiaan Taiget Pengeiolaan
daerah barang milik | Barang Milik Daerah)
daerah X 100%
Sumber: IKU BPKAD Ketapang Tahun 2025
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Sebagai Data Pendukung
Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
No Satuan
Strategis Sasaran 2025 2025 Kinerja
1. | Meningkatkan Persentase
kualitas pengelolaan
pengelolaan keuangan sesuai Persentase 96% 97,55% 101,61%
keuangan daerah standar
2. | Meningkatkan Persentase
kualitas capaian
DRI, W Persentase 100% 100% 100%
barang milik pengelolaan
daerah barang milik
daerah

Sumber Data : Capaian Kinerja Sasaran 2025 sesuai IKU BPKAD Ketapang 2025
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3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang pada tahun 2025

terdapat penyesuaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No Sasaran Indikator | Capaian Tahun 2025 - Capaian
Strategis Sasaran Tahun - Tahun 2025
2024 Akhir | rerhada
Target | Realisasi = Capaian | Renstra T Akgl
(2026) arget r
Renstra |
1. | Meningkatkan | Persentase
kualitas pengelolaan
pengelolaan keuangan
keuangan sesuai 95,43% 96% 97 55% 101,61% 85% 114,76%
daerah slandar
2. | Meningkatkan | Persentase
kualitas capaian
pengelolaan akuntabilitas
barang milik pengelolaan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
daerah barang milik
daerah

Sumber Data : Renstra BPKAD Ketapang 2021-2026 dan IKU BPKAD Ketapang 2025

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah diukur

melalui indikator Persentase Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar yang mencerminkan

Kesesuaian penerapan prinsip-prinsip akuntansi (SAP) dalam pengelolaan dan penyusunan

Laporan Keuangan Daerah. Capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas

pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan sumber daya yang tersedia.

1.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Meningkatkan

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah

yang dialokasikan pada Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang
Akuntansi dan Pelaporan BPKAD.

Data Pendukung Perhitungan Realisasi Kinerja

Penilaian capaian IKU Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan

dengan membuat Kertas Kerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah yang menampilkan penilaian kesesuaian pelaporan keuangan terhadap prinsip-
prinsip akuntansi (SAP) pada 49 OPD.




Tabel 3. 5 Kertas Kerja Sasaran Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 Sesuai IKU

Nilai
Kesesuaian Skor
N P k D SAP
o :)r::ri hat okumen — ( J;l ';;: ’fh Keterangan
dan tidak Seamibnls
sesuai=0) item)
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
g"dm‘ld 2 Laporan Operasional 1
1| Koot g |2 Neraca i v | Bl
Aset Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Badan 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
genegawalan 2 Laporan Operasional 1 -
an aporan
4 Pengembangan 3 Neraca ! " sesuai SAP
Sumberdaya 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
Manusia 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 \laporan prasional 1
3 Sekretariat 5 Nerata Ope 1 1 5 Laporan
Daerah sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Alas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas Pertanian. | 2 Laporan Operasional 1
? 5 Laporan
4 | Peternakandan |3 Neraca 1 1 sesuai SAP
Perkebunan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas 2 La n Operasional 1
5 Kependudukan 3 Ner::::: 1 4 5 Laporan
dan Pencatatan ) sesuai SAP
Sipil 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas 2 Laporan Operasional 1
6 Ketahanan 3 Neea 1 1 5 Laporan
Pangan dan y sesuai SAP
Perikanan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
i ; 2 La n Operasional 1
Dinas Pekerjaan poran Upe § Laporan
7 |UmumdanTata |3 Neraca 1 1 sesuai SAP
Ruang 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
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Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

1 1
Dinas Pariwisat. 2 L 5L
inas Pariwisata aporan
8 dan Kebudayaan 3 Neraca 1 sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
kit 2 Laporan Operasional 1 &L
ekretaria aporan
® | oPRD - | ! sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran ]
Badan 2 Laporan Operasional 1
10 Perencanaan 3 Netsca 1 5 Laporan
Pembangunan ) sesuai SAP
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
dBadan Penelitian | 2 Laporan Operasional 1 -
an aporan
L Pengembangan 3 Neraca ) L sesuai SAP
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Dinas 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Penanaman 2 Laporan Operasional 1
12 Modal dan 3 Neraca ] 5 Laporan
Pelayanan sesuai SAP
Terpadu Satu 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
Pintu 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Oi 2 Laporan Operasional 1 & L.
inas aporan
L Perhubungan 9 |Neraca ) 1 sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas Kearsipan | 2 Laporan Operasional 1
14 dan 3 Neraca ] 5 Laporan
Perpustakaan ) sesuai SAP
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Badan 2 Laporan Operasional 1
S Laporan
15 | Pendapatan 3 Neraca 1 sesuai SAP
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
) Z Laporan Operasional 1
16 Dinas A Morass ] 5 Laporan
Pendidikan ) sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Calatan Alas Laporan Keuangan 1
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Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Ekuitas

Dinas Sosial, ! L
Pemberdayaan |2 Laporan Operasional 1
17 | Perempuan, 3 Neraca 1 5 Lap_oran
Perlindungan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 Sueusl
AR dgin KBS 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas Tenaga 2 Laporan Operasional 1
18 | Kerja dan 3 Neraca 1 5 Laporan
Transmigrasi 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 sesual SAP
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Dinas Koperasi, 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Ukm, 2 Laporan Operasional 1
19 | Perindustrian 3 Neraca 1 3 Lap_oran
dan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 Becnl SN
Perdagangan 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Badan 2 Laporan Operasional 1
20 | Penanggulangan | 3 Neraca 1 S Laporan
Bencana Daerah | 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 Sl
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas 2 Laporan Operasional 1 -
& Kesehatan 9 Iioraca L ses::ioéi';
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Rumah Sakit 2 Laporan Operasional 1
22 | Umum Daerah 3 Neraca 1 5 Lap:iosra:";
Dr. Agoesdjam | 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 i
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
— 2 Laporan Operasional 1 -
2 dan Olahraga 3 Neraca L 5953;0;:;)
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Dinas 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
; ;'L'-":taha“ 2 Laporan Operasional 1 il
2 Kaw!':asén 9, Nghcp ! ses:;io gﬁrll:'
Pemukiman dan | 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
LH 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Laporan Operasional 1
25 | Inspektorat Neraca '1l ssesl-,-l?:ioéaﬁ";
1

g oW N

Catatan Atas Laporan Keuangan
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Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Ekuitas

Dinas 1 1
Pemberdayaan |2 Laporan Operasional 1
26 | Masyarakatdan |3 Neraca 1 5 Laporan
Pemerintah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 Sesua) Al
Desa 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Badan iaaulian 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Bangsa, Politik 2 Laporan Operasional 1
27 | dan 3 Neraca 1 2 Laporsh
Perlindungan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 sesual SAP
Masyamlos 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas 2 Laporan Operasional 1
28 | Komunikasidan | 3 Neraca 1 9 Laporan
Informatika 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 RS
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
29 Fl;'oli'si Pamong ; ;e:::n Operasional : 5 Laporan
raja sesual SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Kecarnatan 2 Laporan Operasional 1 Sy
% Delta Pawan 3 Neraca ] ses:;o;rllb
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Mok 2 Laporan Operasional 1 &l
a B:nul': Ka;ong 3 Neraca 1 BBS:;O?AIL
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Alas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Kecamatan 2 Laporan Operasional 1
32 | Matan Hilir 3 Neraca 1 5 Laporan
Selatan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 sesual SAP
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
K - 2 Laporan Operasional 1 5L
a |feceman | Neraca 1 ki
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 Laporan Operasionai 1
24 Kecamat_gn 3 Nerac > 5 Laporan
Matan Hilir Utara 4 : sesual SAP
5 1

Catatan Atas Laporan Keuangan
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35

Kecamatan
Kendawangan

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

36

Kecamatan
Marau

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

0,8

4 Laporan
sesuai SAP

37

Kecamatan
Manis Mata

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Alas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

38

Kecamatan Air
Upas

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

0.8

4 Laporan
sesuai SAP

39

Kecamatan Jelai

Hulu

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

40

Kecamatan
Tumbang Titi

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Alas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

41

Kecamatan
Sungai Laur

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

42

Kecamatan
Nanga Tayap

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

43

Kecamatan
Sandai

=N & W N = A WN =B WN =B WN <& WN SR WK a2 WN =S & WN =

s w N

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Alas Laporan Keuangan

0,8

4 Laporan
sesuai SAP
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1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 Laporan Operasional 1
Kecamatan Hulu 4 Laporan
A Sungai 3 Neraca ) 1 0.8 sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 0
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
K . 2 Laporan Operasional 1 ot
ecamatan aporan
45 Singkup 3 Neraca ) 3 L sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
K " 2 Laporan Operasional 1 Bi.
ecamatan aporan
4 Simpang Hulu 3 Neraca L 1 sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Alas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
K a 2 Laporan Operasional 1 &l
ecamatan aporan
- Simpang Dua 3 Neraca L 08 sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Alas Laporan Keuangan 0
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
K - 2 Laporan Operasional 1 il
ecamatan aporan
48 Pemahan 3 Neraca L 08 sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 0
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Kecamatan 2 Laporan Operasional i
49 | Sungai Melayu 3 Neraca 1 1 S Laporan
sesual SAP
Rayak 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Alas Laporan Keuangan 1
Jumiah Kumulatif Nilai Dokumen Pertanggungjawaban Laporan Keuangan 47 80
Perangkat Daerah Sesuai SAP A
Jumlah Perangkat Daerah 49
(Jumiah Dokumen Pertanggungjawaban Laporan
Perhitungan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP / Jumlah (47,80 /49) x 100%
Perangkat Daerah) X 100%
PERSENTASE IKU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI STANDAR 97,55%
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3. Foto Kegiatan

el 4

Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rapat Antara Pimpinan dan Anggota Badan
Anggaran DPRD kab. ketapang Beserta Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.

Ketapang Dalam Rangka Pembahasan

(TAPD) Kab. Ketapang yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah Kab. Ketapang dalam
rangka pembahasan Rancangan Kebijakan
Umum APBD Tahun 2026 Kabupaten
Ketapang.

Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan
Perubahan PPAS T.A. 2025.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

din: Rumus Sasaran Indikator Sasaran Strategis
Strategis 2022 2023 2024 2025 2026
Target 85% 85% 85% 85% 85%
2 | Realisasi 91,84% 93.88% 95.43% 97,55% NA

Sumber Data: Renstra BPKAD Ketapang 2021-2026

Target Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD
Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 ditetapkan
sebesar 85% dengan realisasi sebesar 97,55%, yang mencerminkan bahwa kinerja
pengelolaan keuangan daerah sangat baik. Meskipun masih terdapat beberapa SKPD
yang beium sepenuhnya memenuhi target penyampaian Laporan Keuangan SKPD.




Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Kabupaten Sekitar

' No Sasaran IKU Realisasi | Realisasi Kabupaten Sekitar Realisasi P |
Strategis BPKAD | BPKADKab. ~BPKAD Kab, oo oo °roV:
Ketapang Landak | | |
1. | Meningkatkan | Persentase | ' '
kualitas pengelolaan
pengelolaan keuangan
keuangan sesuai 97.55% 100% NA NA
daerah standar

Sumber Data : Renstra BPKAD Ketapang 2021-2026 dan IKU BPKAD Kera,bang 2025

4. Faktor pendukung realisasi kinerja ditunjang oleh:
a) Ketersediaan anggaran operasional yang relatif memadai sehingga kegiatan dapat
berjalan sepanjang tahun tanpa hambatan berarti.
b) Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas, sehingga waktu
dan alur kegiatan menjadi lebih pasti.
c) Komitmen aparatur dalam memberikan layanan yang informatif dan responsif.
5. Faktor Penghambat realisasi kinerja:
a) Masih ditemukannya kesalahan pembebanan kode belanja oleh SKPD berakibat
pada koreksi terhadap penyaijian laporan keuangan tahun anggaran 2025.
b) Masih adanya keterlambatan OPD dalam menyampaikan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD tepat waktu.
¢) Masih ditemui perangkat daerah yang terlambat menyampaikan SPJ bulanan yang
berakitbat penyajian laporan keuangan tidak tepat waktu.
6. Upaya Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah:
Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan daerah:
a) Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah untuk meminimalisir kesalahan
penganggaran, melalui verifikasi dokumen RKA SKPD/DPA SKPD.
b) Melakukan upaya percepatan realisasi anggaran melalui surat edaran secara rutin
untuk mendorong penyerapan anggaran.
¢) Melakukan teguran secara tertulis kepada perangkat daerah yang tedambat SPJ
bulanan.

3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah diukur

berdasarkan hasil rekonsiliasi antara bidang aset daerah BPKAD dengan 49 perangkat

daerah selaku pengguna barang untuk memverifikasi saldo awal neraca aset dan mutasi aset




meliputi perolehan, penghapusan, dan penyusutan, yang selanjutnya dituangkan dalam berita
acara rekonsiliasi aset dan disajikan dalam bentuk kartu inventaris barang tanah (KIB A), kartu
inventaris barang peralatan dan mesin (KIB B), kartu inventaris barang gedung dan bangunan
(KIB C), kartu inventaris barang jalan, irigasi dan jaringan (KIB D), kartu inventaris barang
aset tetap lainnya (KIB E), dan kartu inventaris barang konstruksi dalam pengerjaan (KIB F).

1. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Meningkatkan
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

yang dialokasikan pada Bidang Aset Daerah BPKAD.
2. Data Pendukung Perhitungan Realisasi Kinerja

Penilaian capaian IKU Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
dilakukan dengan membuat Kertas Kerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

Barang Milik Daerah yang menampilkan penilaian pengelolaan aset daerah yang

didasarkan pada dokumen KIB A-F pada 49 OPD.

Tabel 3. 8 Kertas Kerja Sasaran Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025 Sesuai IKU

Nilai
Kesesuaian Skor
Nama KiB
No Perangkat Dokumen Keterangan
Daerah (sesuai=1 “;;::h
dan tidak Jumiah
sesuai=0) item)
1 KIB A 1
2 KIB B 1
Badan
4 | Pengelola 3 KBC 1 4 6 dokumen
Keuangan dan 4 KIBD 1 lengkap
Aset Daerah 5 KIB E 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
Badan 2  KBB 1
Kepegawaian
, |dan 3 KBC 1 § 6 dokumen
Pengembangan 4 KBD 1 lengkap
Sumberdaya
Manusia 5 KIB E 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KIB B 1
5 | Sekretariat 3 KBC 1 ! 6 dokumen
Daerah 4 KIBD 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIB F 1
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KIB A

1 1
2 KIBB 1
Dinas Pertanian, 3 Ki
4 | Peternakan dan 8o ] 6 dokumen
Perkebunan 4 KIBD 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIBF 1
1 KIB A 1
Dinas 2 KIB B 1
g?l'hpancamn 4 KIBD 1 [engkap
" 5 KIBE 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2
Dinas KIBB 1
g | Ketahanan 3 KBC 1 6 dokumen
Pan_gan dan 4 KIBD 1 lengkap
Perikanan
5 KIB E 1
6 KIBF 1
1 KIB A 1
2 KIBB 1
Dinas Pekerjaan KIB C
7 | Umum dan Tata 3 , 6 dokumen
Ruang B KIBD 1 lengkap
5 KIBE 1
B KIBF 1
1 KIB A 1
2 KIBB 1
g |DinasPariwisata | 3 KIBC 1 6 dokumen
dan Kebudayaan 4 KIBD 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIBF 1
1 KIB A 1
2 KiBB i
g | Sekretariat 3 KBC 1 6 dokumen
DPRD 4 KIBD 1 lengkap
] KIBE 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KiBB 1
Badan
Perencanaan 3 KBC 1 6 dokumen
10
Pembangunan 4 KBD 1 lengkap
Daerah
5 KIBE 1
6 KIB F 1
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1 KIB A 1
2 KIB B
Badan Penelitian 1
11 | dan 3 KBC 1 6 dokumen
Pengembangan 4 KIBD p lengkap
Daerah
5 KIB E 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
Dinas 2 KIB B 1
Penanaman
P i 8 HEe L 6 dokumen
Pelayanan 4 KIB D 1 Ieﬂgkap
Terpadu Satu
Pintu aee 5 KIB E 1
6 KIBF 1
1 KIB A 1
2 KIB B 1
Oinos 2 KBae L 6 dokumen
13
Perhubungan 4 KIB D p lengkap
5 KIBE 1
6 KIB F 1
1 KBA 1
: ! 2 KiB B 1
Dinas Kearsipan
14 dan . KB C L 6 dokumen
F'erpustakaan 4 KIBD 1 I engkap
Daerah
5 KIBE 1
6 KIBF 1
1 KIB A 1
2 KIBB 1
Badan 3 KBC 1
15 | Pendapatan 6 gt:‘kl.:‘men
Daerah 4 KIB D 1 gkap
5 KIBE 1
6 KIB F 1
1  KIBA 1
z KiB B 1
16 Dinas 8 s 1 6 dokumen
Pendidikan 4 KIBD 1 fEﬂgk‘c‘lp
5 KIBE 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
Dinas Sosial, 2 KBB 1
17 FF;emberdayaan i 1 6 dokumen
erempuan,
Perlindungan 4 KBD 1 lengkap
Anak dan KB 5 KIB E 1
6 KIB F 1
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1 KIBA y
2 KIBB 1
Dinas Tenaga 1 KB

18 | Kerja dan © 1 6 dokumen

Transmigrasi 4 KBD 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1

Dinas Koperasi, 2 KBB 1

Ukm, 3 KBC ]

19 | Perindustrian 6 dokumen
dan 4 KiBD i lengkap
Perdagangan 5 KBE 1

6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KIB B 1
Badan 3 KBC 1
20 | Penanggulangan 6 dokumen
Bencana Daerah | 4  KIBD 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KIB B 1
o4 |Dinas 3 KBC 1 6 dokumen
Kesehatan 4 KIB D 1 lengkap
s KIBE 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KIB B 1
Rumah Sakit 3 KIBC 1
22 | Umum Daerah 6 dokumen
dr. Agoesdjam 4 KIB D 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KiB B i

23 | Dinas Pemuda 3 KBC 1 6 dokumen

dan Olahraga 4 KIBD 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KBF 1
1 KIB A 1

Dinas 2 KBB 1

Perumahan

24 Rakyat, 5 BG 1 6 dokumen
Kawasan 4 KBD 1 lengkap
Pemukiman dan
LH 5 KIB E 1

6 KIBF 1
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KIBA

1 1
2 KBB 1
25 | Inspektorat : KBC L 6 dokumen
4 KBD 1 lengkap
5 KBE 1
6 KIBF p
1  KBA p
Dinas 2 KBB 1
26 Eg;?kgal;:n 3 BC 1 6 dokumen
Pemerintah 4 KiBD i tengkap
Desa 5 KBE 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
Badan Kesatuan 2 KBB 1
27 Eaa'r: s, Fas 3 KB C L 6 dokumen
Perlindungan 4 KBD 1 lengkap
Masyarakat 5 KIBE 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KIB B 1
28 E:::‘rralﬁnikasi Dan e 1 6 dokumen
Informatika 4 KBD 1 lengkap
5 KIBE 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KIB B 1
og | Polisi Pamong 3 KBC 1 6 dokumen
Praja 4 KBD 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KIB B i
30 | Kecamatan 3 KBC 1 6 dokumen
Delta Pawan 4 KIB D 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIB F 1
1 KIB A 1
2 KiB B 1
31 Kecamatan 3 oG 1 6 dokumen
Benua Kayong 4 KBD 1 lengkap
5 KIB E 1
6 KIB F 1
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32

Kecamatan
Matan Hilir
Selatan

KIB A
KiBB
KIBC
KIB D
KIB E
KIB F

6 dokumen
lengkap

33

Kecamatan
Muara Pawan

KIB A
KIB B
KIBC
KiB D
KIB E
KIB F

6 dokumen
lengkap

Kecamatan
Matan Hilir Utara

KiB A
KIBB
KiBC
KIBD
KIBE
KIBF

6 dokumen
lengkap

35

Kecamatan
Kendawangan

KiB A
KiBB
KIB C
KiB D
KIBE
KIB F

6 dokumen
lengkap

36

Kecamatan
Marau

KiB A
KIB B
KIB C
KIB D
KIB E
KIB F

6 dokumen
lengkap

37

Kecamatan
Manis Mata

KIB A
KiB B
KiBC
KIBD
KIB E
KIBF

6 dokumen
lengkap

38

Kecamatan Air
Upas

O U B WK =220 bh WN =S B W NN =DM WN a0 EWN a0 R WN SO R W@N -

KIB A
KiBB
KB C
KIB D
KIB E
KIB F

- e | ok | e | ke | b | b | e | b | e | o | ek | e | b | e | ek | ok | ok | ek | ek | ok | ek | ek | emh | ek | ek | ok | b | ek | o | ek | b | e | b | ok | ok | ok | ok | b | b | =R | b

6 dokumen
lengkap
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39

Kecamalan Jelai
Hulu

KIB A
KIB B
KiBC
KiB D
KIBE
KIB F

6 dokumen
lengkap

40

Kecamatan
Tumbang Titi

KIB A
KIB B
KIBC
KiB D
KIB E
KIB F

] o | ek | ek | b | oed | b | ok | oA | e

6 dokumen
lengkap

41

Kecamatan
Sungai Laur

KIB A
KIB B
KB C
KIB D
KIB E
KIB F

6 dokumen
lengkap

42

Kecamatan
Nanga Tayap

KIB A
KiB B
KIB C
KIB D
KIBE
KIB F

6 dokumen
lengkap

43

Kecamatan
Sandai

KIB A
KIB B
KiB C
KIB D
KIB E
KIB F

6 dokumen
lengkap

Kecamatan Hulu
Sungai

KIB A
KiB B
KIB C
KIBD
KIBE
KIB F

6 dokumen
lengkap

45

Kecamatan
Singkup

Ot E LN =l E N SO R LN R[N R W N =R LN 2 R LN =D oW N

KiB A
KiB B
KIBC
KIB D
KIB E
KIB F

- ok | oemh | e | e | ek | ek | ek | ek [l | e | ek | e | o | b | e | ek | el | ek | ek | ok | ek | e | ek ek | ek | ek ok | o | o | = | =

6 dokumen
lengkap
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46

Kecamatan
Simpang Hulu

KIB A
KIB B
KB C
KIB D
KIB E
KIB F

6 dokumen
lengkap

47

Kecamatan
Simpang Dua

KIB A
KIB B
KIB C
KiB D
KIBE
KIB F

6 dokumen
lengkap

48

Kecamatan
Pemahan

KIB A
KIB B
KIB C
KIB D
KIB E
KIB F

6 dokumen
lengkap

49

Kecamatan
Sungai Melayu
Rayak

mhwn-smm-hwm-murhwm-«mmhwua

6

KiB A
KiB B
KIB C
KIB D
KIBE
KIB F

-&—lddo—l-l—l—‘—l-l—&-—k—h—l—n—h—l—b—l—l-&—l-ﬂ-&

6 dokumen

lengkap

Jumlah Kumulatif Nilai Realisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

49

Jumlah Perangkat Daerah Target Pengelolaan Barang Milik Daerah

49

Perhitungan

(Realisas! Pengelolaan Barang Milik Daerah /
Target Pengelolaan Barang Milik Daerah) X 100%

(49 / 49) x 100%

PERSENTASE IKU CAPAIAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

100%
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3. Foto Kegiatan
— g

o wn i marn, EIETERTRE)
Vidcon dengan PIC KPK-RI terkait Progress
Sertifikasi Pemprov/Pemkot/Pemkab.

e ——
Rapat TL Permohonan
Aset/Fasum/Fasos Oleh PT. Budidaya Agro
Lestari 17 Februari 2025 bertempat di Ruang
Rapat BPKAD.

Keterangan

Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Kualitas
Pengelolaan Barang Milik Daerah

No. | Rumus Sasaran Indikator Sasaran Strategis
Strategis 2022 2023 2024 2025 2026
1 | Target 100% 100% 100% 100% 100%
2 | Realisasi 100% 100% 100% 100% NA

Sumber Data: Renstra BPKAD Ketapang 2021-2026

Target Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD
Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 ditetapkan
sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, yang menunjukan bahwa rekonsiliasi
anlara bidang asel daerah BPKAD dengan 49 perangkal daerah berjalan dengan
sebagaimana meslinya yang meliputi verifikasi saldo awal neraca aset dan mutasi aset
meliputi perolehan, penghapusan, dan penyusutan, yang selanjutnya dituangkan dalam
berita acara rekonsiliasi aset dan disajikan dalam bentuk kartu inventaris barang tanah
(KIB A), kartu inventaris barang peralatan dan mesin (KIB B), kartu inventaris barang
gedung dan bangunan (KIB C), kartu inventaris barang jalan, irigasi dan jaringan (KIB D),
kartu inventaris barang aset tetap lainnya (KIB E), dan kartu inventaris barang konstruksi
dalam pengerjaan (KIB F). Perbaikan pada periode berikutnya, khususnya melalui
peningkatan kapasitas aparatur, baik dipengurus barang maupun dibidang Aset.
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Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Kabupaten Sekitar

No Sasaran IKU Realisasi | Realisasi Kabupaten Sekitar Realisasi P
Strategis BPKAD | BPKAD Kab. | BPKADKab. | oo o8 Frov
Ketapang Landak "

1. | Meningkatkan | Persentase |
kualitas capaian |
pengelolaan akuntabilitas |
barang milik pengelolaan 100% 100% NA NA
daerah barang milik

daerah

Sumber Data : Renstra BPKAD Ketapang 2021-2026 dan IKU BPKAD Ketapang 2025

4. Faktor pendukung realisasi kinerja ditunjang oleh:

a) Ketersediaan anggaran operasional yang relatif memadai sehingga kegiatan dapat
berjalan sepanjang tahun tanpa hambatan berarti.

b) Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih Jjelas, sehingga waktu
dan alur kegiatan menjadi lebih pasti.

c) Komitmen aparatur dalam memberikan layanan yang informatif dan responsif.

5. Faktor Penghambat realisasi kinerja:

a) Tingkat Inflasi atau kenaikan harga setelah penetapan Perbup SHS untuk tahun
berikutnya sehingga harga pada SHS tidak sesuai dengan kebutuhan Perangkat
Daerah dan terdapat perbedaan jadwal survey harga yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah Teknis dengan jadwal penyusunan SHS oleh BPKAD.

b) Belum semua Perangkat Daerah tertib dalam melakukan Rekonsiliasi.

c) Terdapat menu menu pada aplikasi Simply Aset yang belum sesuai dengan
Permedagri 47 Tahun 2021.

6. Upaya Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah:

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis meningkatkan

kualitas pengelolaan keuangan daerah:

a) Melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait tingkat Inflasi atau
kenaikan harga bersama Tim Penyusun yang salah satu anggota Tim dari Badan
Pusat Statistik.

b) Melakukan Sosialisasi Rutin Rekonsiliasi Perolehan Aset Tetap dalam rangka
penyusunan laporan Barang Milik Daerah.

c) Melakukan pembaharuan/update system aplikasi simply aset seperti pembaharuan
kode barang, masa manfaat pada barang-barang tertentu, format laporan BMD dan

lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 2021.
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B. Renstra 2025-2029
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2025
Indikator Kinerja yang digunakan berdasarkan Renstra 2021-2026 dalam mengukur
Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang seiring
berjalannya waktu terdapat perubahan target pada sasaran Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah yang disebabkan oleh terlampauinya capaian di tahun 2023
yaitu sebesar 93,88% dari target 85%. Sehingga pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2024 target ditingkatkan menjadi
95% yang kemudian di tahun 2025 ditetapkan target sebesar 96%. Target sasaran
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditingkatkan dari tahun ke tahun

ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 BPKAD Kabupaten Ketapang.

Tabel 3. 11 Target Tahunan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten

Ketapang Sesuai Renstra Tahun 2025-2029

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

No Sasaran Indikator Formulasi -
Strategis Sasaran Perhitungan ';::“' 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1. | Meningkatnya | Persentase (Jumiah Dokumen
kualitas pengelolaan | Pertanggung jawaban
pengelolaan keuangan Laporan Keuangan
keuangan sesual Perangkat Daerah 95% 96% | 97% | 98% | 99% | 100%
daerah standar sesuai SAP / Jumlah
Perangkat Daerah)
X 100%
2. Meningkatnya | Persentase (Jumiah Dokumen
kualitas pengelolaan KIB Perangkat
pengelolaan aset daerah Daerah yang
barang milik sesuai Disampaikan Tepat
daerah standar Waktu dan Sesuai 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
Standar /
Jumiah Perangkat
Daerah)
X 100%

Sumber: Renstra BPKAD Ketapang 2025-2029

Hal 44




Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Sasaran Sebagai Data Pendukung

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
No Satuan
Strategis Sasaran 2025 2025 Kinerja
1. | Meningkatnya Persentase
kualitas pengelolaan
pengelolaan keuangan sesuai Persentase 96% 97,55% 101,61%
keuangan daerah | standar
2. | Meningkatnya Persentase
kualitas pengelolaan aset
pengelolaan daerah sesuai Persentase 100% 100% 100%
barang milik standar
daerah
i

|
Sumber Data : Renstra BPKAD Ketapang 2025-2029

3.4 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang pada tahun 2025
terdapat penyesuaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

daerah dan meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.

Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

' No Sasaran Indikator | Capaian Tahun 2025 | e— Capaian
Strategis Sasaran Tahun | Target | Realisasi | Capaian M’g; Tahun 2025
2024 Renstia Terhadap
(2029) Target Akhir
S - ] . | o - | 77" | Renstra
1 Meningkatnya | Persentase
kualitas pengelolaan
pengetolaan Keuangan
keuangan sesuai 95,43% 96% 97.55% 101,61% 100% 97,55%
daerah standar
2. | Meningkatnya | Persentase
kualitas pengelolaan
pengelotaan asal daerah
barang milik sesual 100% 100% 100% 100% 100% 100%
daerah standar

Sumber Data : Renstra BPKAD Ketapang 2025-2029

3.4.1 Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah diukur

melalui indikator Persentase Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar yang mencerminkan

Kesesuaian penerapan prinsip-prinsip akuntansi (SAP) dalam pengelolaan dan penyusunan
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Laporan Keuangan Daerah. Capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas
pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan sumber daya yang tersedia.

1.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian IKU Meningkatkan

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah

yang dialokasikan pada Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang

Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, dengan kegiatan yaitu:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)
1)
i

k)

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
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2. Data Pendukung Perhitungan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 14 Kertas Kerja Sasaran Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

Nilai
Kesesuaian Skor
Nama SAP
No Perangkat Dokumen Keterangan
Daerah (sesuai=1 I.Luima'h
dan tidak Siienbih
sesuai=0) Mem)
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Badan 2 Laporan Operasional 1
1 Pengelola 3 Netsca ] 1 5 Laporan
Keuangan dan ‘ sesual SAP
Aset Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Badan 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
:’epegawaran 2 Laporan Operasional 1 i
an aporan
2 Pengembangan 3 Neraca ) ! 1 sesuai SAP
Sumberdaya 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
Manusia 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Snkrckaiad 2 Laporan Operasional 1 -
etaria aporan
3 | Daerah 3 Neraca _ . A sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
i i 2 Laporan Operasional 1
Dinas Pertanian, P P § Laporan
4 | Peternakandan |3 Neraca 1 1 sesial SAP
Perkebunan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas 2 Laporan Operasional 1
5 Kependudukan 3 Nepr::l pe 3 1 5 Laporan
dan Pencatatan ) sesuai SAP
Sipil 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
| | 5 Catatan Atas Laporan Keuangan L o
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Ei“t:i 2 Laporan Operasional 1 -
etahanan aporan
b Pangan dan @/ “Neraca ) ! L sesuai SAP
Perikanan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuang_;an 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
. Binas P;ka?mn ; ::'Pomﬂ Operasional : 1 5 Lapoei
mum dan Tata eraca sesual SAP
Ruang 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
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Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

1 1
Dinas Pariwisata | 2 : 5L
inas Pariwisa aporan
8 dan Kebudayaan 3 Neraca ] sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 Laporan Operasional 1
9 Sekretariat 3 Nepr:rca pe y 5 Laporan
DPRD - sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Badan 2 Laporan Operasional 1
10 Perencanaan 3 Meraca P 5 Laporan
Pembangunan sesuai SAP
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Calalan Alas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
chadan Penelitian | 2 | aporan Operasional 1 Bi
an aporan
" | pengembangan |3 Neraca _ L sesuai SAP
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Dinas 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
;‘:‘;ﬂf;z"‘an 2 Laporan Operasional 1 -
al dan aporan
12 Pelayanan 3: Nt ) L sesuai SAP
Terpadu Satu 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
Pintu 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 Laporan Operasional 1
13 Dinas 3 ' Nerfasa 1 5 Laporan
Perhubungan - sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 _Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
dDinas Kearsipan | 2 |Laporan Operasional 1 &i
an aporan
“ Perpustakaan 3 Neraca ) ! sesuai SAP
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 Laporan Operasional 1
Badan por pe 5 Laporan
15 | Pendapatan 3 Neraca 1 sesuai SAP
Daerah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 Laporan Operasionai i
16 Dinas 3 Nepo P p 5 Laporan
Pendidikan ; ras] 1 sesuai SAP
5 1

Catatan Atas Laporan Keuangan
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Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Ekuitas

Dinas Sosial, ! 1
Pemberdayaan |2 Laporan Operasional 1
17 | Perempuan, 3 Neraca 1 S Lap_oran
Perlindungan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 W S
Anak dan KB 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas Tenaga 2 Laporan Operasional 1 Sie
18 | Kerja dan 3 Neraca 1 pOSEEY
Transmigrasi 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 sesual SAP
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Dinas Koverasi. 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Ukm, 2 Laporan Operasional 1
19 | Perindustrian 3 Neraca 1 si:j;‘g%':
dan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
Perdagangan 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Badan 2 Laporan Operasional 1
20 | Penanggulangan [ 3 Neraca 1 3 Lapioéi';
Bencana Daerah | 4 |aporan Perubahan Ekuitas 1 i
5 Catatan Alas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Bin 2 Laporan Operasional 1 -
21 Kleszshatan § Neraca - sesus':iosraAr!‘:'
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Rumah Sakit 2 Laporan Operasional 1
22 | Umum Daerah 3 Neraca 1 553:3?;?:
Dr. Agoesdjam | 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
23 Dinas Pemuda : ;aepr:: Operasional : 5 Lap_oran
dan Olahraga sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Dinas 1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Perumahan 2 Laporan Operasional 1
Pemukiman dan | 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
LH 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
2 Laporan Operasional 1
25 | Inspektorat 3 Neraca 1 :e;::ioéa Ar;:,
4 1
5 1

Catatan Atas Laporan Keuangan
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Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Ekuitas

Dinas ! 1
Pemberdayaan |2 Laporan Operasional 1
26 | Masyarakatdan | 3 Neraca 1 9 Lap_oran
Pemerintah 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 et
ess 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
Badan Kesatuan ; Em" 268558?.'" Angm" ::
ran Operasiona
27 |aant ok 3 Ne?oam 1 5 Laparan
Perlindungan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 sesual SAP
Masyarakat 5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Dinas 2 Laporan Operasional 1
28 | Komunikasidan | 3 Neraca 1 9 Lappran
Informatika 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 Sealial AP
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Polisi Pamon 2 Laporan Operasional 1 Sit
29 | praja 9 |3 Neraca ‘ 1 e
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
P 2 Laporan Operasional 1 -
80 Deita Pawan 3 Newsca L sesjgogﬁ’
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
y Kecamatan z l';aepgzn Operasional ;I 5 Lap_oran
Benua Kayong sesuai SAP
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
Kecamatan 2 Laporan Operasional 1
32 | Matan Hilir 3 Neraca i S La'?";’},
Selatan 4 Laporan Perubahan Ekuitas 1 Bk
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
K - 2 Laporan Operasional 1 -
| |3 Neraca i —
4 Laporan Perubahan Ekuitas 1
5 Catatan Atas Laporan Keuangan 1
1 Laporan Realisasi Anggaran 1
34 Kecamatgn ; :a:::n Operasional : 5 Laporan
Matan Hilir Utara ¥ 3 sesuai SAP
5 1

Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal 80




35

Kecamatan
Kendawangan

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

36

Kecamatan
Marau

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

0,8

4 Laporan
sesuai SAP

37

Kecamatan
Manis Mata

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

38

Kecamatan Air
Upas

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

0.8

4 Laporan
sesuai SAP

39

Kecamatan Jelai
Hulu

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

40

Kecamatan
Tumbang Titi

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

41

Kecamatan
Sungai Laur

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

42

Kecamatan
Nanga Tayap

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

5 Laporan
sesuai SAP

43

Kecamatan
Sandai

O s WN SO E WN 2B N 2B W0 N b WN b wnn = bs wn = e waN -

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

D_L_L_L-..l_b...n.—l...b-.n_L_l_l_l_L...L..A_a_l_A_L_I._L_l._L{:)_n_L_L_A..L_a_n_L_;Q—_A._L_L_u..h_s-a-A

0,8

4 Laporan
sesuai SAP



































































































































































